
BUPATI ACEI{ BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 12 TAHUN 2OT9

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 2
TAHUN 2OL4 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP

PEMERINTAH KAEIUPATEN ACEH BESAR

BIS MILLAHIRRAHMAN IRRAHI M

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

b.

BUPATI ACEH BESAR,

batrwa dalam rangka memberi kepastian hukum dan tertib
administrasi pelaksanaan serta menjamin kepastian biaya
perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan nyata dan
memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah maka
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas
dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai
tidak tetap lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar,
sehingga perlu merubah kembali Peraturan Bupati Aceh Besar
Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Lingkrp Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar
Nomor 2 Tahun 20L4 tentang Pedalanan Dinas Dalam Negeri
Lingkup Pemerintah I{abupaten Aceh Besar;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1O92);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Ko1usi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembararl Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. ,
Nomor 42561; f
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S. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembrrr*r, Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4

Nomor i, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 66, Tambah,an

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOA\

T. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a633);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9fl;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoner;ia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega.ra
Republik Indonesia Nomor 56791;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lO,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a028i);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelapomn
Keuangan dan Kinerja Instansi P,emerintah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6Lal;

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2Ol0 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesiia
Tahun 2Ol0 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara RepubJ,ik
Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tenta:ng
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6A371;

14. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 tenta:eg
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 63221;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2L Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara.
Republik Indonesia Tahun 2OL1 Nomor 310); y!
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16. eanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2A06 tentang
pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh

Besar (Lembaran baerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006
Nomor 03, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Aceh Besar

Nomor 03);

17. eanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2OL6 tentang
pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh

Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2Ot6 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PER.IAI,ANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2074
tentang Per:'alanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

{Berita Daera}r Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 2), sebagaimana tela}r
diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2OL4 tr;ntang
Perubatran Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(U Dengan berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4
maka penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) diatur sebagai berikut:

a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan Sekda;

b. Sekda untuk pedalanan dinas yang dilakukan Kepala Organiscr.si
Perangkat Daerah dan pejabat lainnya setingkat eselon II;

c. Asisten Sekretariat Daerah untuk perjalanan dinas keluar Daerah Luar
Propinsi yang dilakukan pejabat lainnya setingkat eselon III dan eselon I'V;

d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yarng
dilakukan PNS dan Pegawai Non PNS yang bertugas pada OrganisElsi
Perangkat Daerah berkenaan.

e. Ketua DPRK untuk pedalanan dinas yang dilakukan Pimpinan DPRK serta
Anggota DPRK.

(21 Surat Perintatr T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oL:
masing-masing satuan kerja pelaksana SPPD.

h

T
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Kepala organisasi perangkat Daerah menerbitkan SPPD untuk biaya

p"4"trrtrt, 6it *s yang dibeba,kan pada DPA -SKPD berkenaan'

Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam menerbitkan SPPD sekaligns

menetapkan tingkat golongan pedalanan dinas dan alat transportasi yang

digunakan untuk melaksinakan perjalanan dinas dengan memperhatikinn
ketersediaan anggaran.

2.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasa1 20 berbunyl sebagai berikut:

Pasal 2O

(1) Pelaksa.na SPPD mempertanggungiawabkan pelaksanaan perjalanan dinas
dalam negeri kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas paling lamb,at
5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya pedalanan dinas sebagaimana dimaksud dengan
ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:

a. Surat perintah tugas yang sah;

b. SPPD yang telah ditanda tangani oleh pejabat ditempat pelaksanantn
perjalan d.inas atau pihak yang terkait. yang menjadi tempat tujuan
pedalanan dinas;

c. Tiket Pesawat, Boarding Pa^ss, dan/atau bukti pembayarata morla
transportasi lainnya;

d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran riil, yang dikeluarkan ol=h
badan usaha yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan dan/atau jasa
hotel/ penginapan;

e. Foto kegiatan, rapat/pertemuan;
f. Daftar Hadir rapat/pertemuan; dan
g. Surat Pemerintah Aceh dalam hal perjalanan dinas untuk konsultasi;

(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi daurt/atau penginapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tidak diperoleh,
pertanggungiawaban biaya perjalanan dinas keluar daerah dapat
menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam lampirern
VII Peraturan Bupati ini.

(a) Pejabat penatausahaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah melakukln
perhitungan rampung seluruh bukti pengeluar€ul biaya perjalanan dinas dem
disampaikan kepada bendahara pengeluaran.

(5) PPK Organisasi Perangkat Daerah mengesahkan bukti pengeluar€rn
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada benaahara
pengeluaran sebagai pertanggungiawaban UP dan bukti pengesahan Surat
Perintah Membayar (SPM)/ Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2rD
LS) Perjalanan Dinas.

t,

(3)

(4)
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mul,ai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 April 2O19 M

25 Rajab l44O H

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 April 2O19 M

25 Rajab 1440 H

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2OT9 NOMOR 12

MAWARDI ALI

ISKANDAR


